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[ KATA PENGANTAR ]

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat dan karunia-Nya buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun
sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman
mengenai perkembangan hukum bisnis di tengah transformasi ekonomi
digital, kemajuan teknologi, serta dinamika dunia usaha yang semakin
kompleks dan kompetitif. Perubahan pola bisnis modern menuntut adanya
sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian
hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam hukum bisnis modern,
mulai dari konsep dasar hukum bisnis, regulasi usaha, hukum perjanjian,
hukum perusahaan, perlindungan konsumen, investasi, perbankan, kekayaan
intelektual, hingga penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Selain itu,
pembahasan mengenai Artificial Intelligence, keamanan data, fintech, prinsip
ESG, dan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dalam
memahami tantangan dan peluang hukum bisnis masa depan. Kami berharap
buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum,
pelaku usaha, dan pembaca umum dalam memahami dinamika hukum bisnis
modern secara lebih komprehensif. Kritik dan saran yang membangun sangat

kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Bandung, Juli 2026

Penulis
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BAB

KONSEP DASAR HUKUM BISNIS MODERN

Perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, serta perubahan
pola transaksi perdagangan telah mendorong lahirnya konsep hukum bisnis
modern yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Hukum bisnis modern tidak lagi hanya mengatur hubungan dagang
konvensional, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi berbasis teknologi
seperti perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi digital, financial
technology (fintech), perlindungan data pribadi, dan tata kelola perusahaan
berbasis keberlanjutan. Dasar pengaturan hukum bisnis di Indonesia tersebar
dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Menurut Fuady (2023), hukum bisnis merupakan seperangkat
kaidah hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan
yang berkaitan dengan produksi serta pertukaran barang dan jasa dalam
masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis terus
berkembang mengikuti dinamika ekonomi modern.

Dalam praktiknya, hukum bisnis modern memiliki fungsi penting sebagai
instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para
pihak, serta menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional maupun global.
Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menyebabkan hukum

bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai



BAB

LINGKUNGAN BISNIS
DAN KERANGKA REGULASI

Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital
telah membawa perubahan besar terhadap lingkungan bisnis modern.
Aktivitas bisnis kini tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional,
melainkan telah berkembang ke arah ekonomi digital yang memanfaatkan
teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, financial technology, hingga
perdagangan elektronik lintas negara. Kondisi ini menciptakan dinamika baru
yang penuh peluang sekaligus risiko hukum yang semakin kompleks. Tidak
hanya dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, tetapi juga
oleh kerangka regulasi yang mengatur hubungan antar pelaku usaha,
konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Harahap (2019) hukum
bisnis memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Hukum bisnis modern hadir sebagai instrumen penting untuk
menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak, keadilan, dan stabilitas
dalam kegiatan ekonomi. Rahardjo (2018) menyatakan bahwa hukum harus
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat agar tetap
relevan. Di era disrupsi, regulasi bisnis dituntut lebih adaptif terhadap model
bisnis baru yang berkembang sangat cepat, seperti startup digital, marketplace,
cryptocurrency, hingga ekonomi berbasis platform. Namun, perubahan yang

terlalu cepat sering menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) yang dapat



BAB

BENTUK BADAN USAHA DAN LEGALITAS

Bentuk badan usaha dan legalitas merupakan bagian penting dalam
hukum bisnis modern karena menentukan kedudukan hukum, tanggung
jawab, serta keberlangsungan suatu usaha dalam menjalankan aktivitas
ekonomi. Dalam praktik bisnis, badan usaha berfungsi sebagai wadah hukum
bagi individu maupun kelompok untuk melakukan kegiatan usaha secara
terorganisasi dan memperoleh pengakuan dari negara. Bentuk badan usaha di
Indonesia terdiri atas usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer
(CV), perseroan terbatas (PT), koperasi, hingga badan usaha milik negara
(BUMN). Pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia diatur dalam
berbagai peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk
firma dan CV, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas untuk PT, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian untuk koperasi. Menurut Fuady (2023), badan usaha
merupakan entitas hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis
secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan
usaha sangat memengaruhi sistem pengelolaan, pembagian tanggung jawab,
dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Legalitas usaha menjadi aspek fundamental dalam menciptakan kepastian
hukum dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Legalitas tidak

hanya berkaitan dengan izin usaha, tetapi juga mencakup pendirian badan



BAB

HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS

Hukum perjanjian dalam bisnis merupakan bagian penting dalam hukum
bisnis modern karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para
pihak dalam menjalankan aktivitas usaha. Perjanjian bisnis digunakan untuk
mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak agar tercipta
kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam praktiknya,
perjanjian bisnis mencakup berbagai bentuk kerja sama seperti jual beli,
investasi, distribusi, lisensi, waralaba, hingga transaksi digital berbasis
elektronik. Dasar hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1320 mengenai
pengertian serta syarat sah perjanjian. Menurut Badrulzaman (2020),
perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang harta
kekayaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian menjadi fondasi
utama dalam menjaga keteraturan dan kepastian dalam kegiatan bisnis
modern.

Dalam dunia usaha, hukum perjanjian memiliki fungsi strategis sebagai
alat perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis agar hubungan kerja sama
berjalan secara adil dan profesional. Keberadaan kontrak yang jelas mampu
meminimalkan risiko wanprestasi, sengketa, maupun penyalahgunaan
kewenangan dalam aktivitas bisnis. Asas-asas penting dalam hukum

perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas



BAB

HUKUM PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA

Hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan merupakan bagian
penting dalam hukum bisnis modern yang mengatur pendirian, pengelolaan,
tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan perusahaan dalam
menjalankan kegiatan usaha. Hukum perusahaan berfungsi memberikan
kepastian hukum mengenai status badan usaha, hubungan antar organ
perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang saham, kreditor, dan
pihak ketiga. Dasar hukum mengenai perusahaan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
mengatur mengenai pendirian, organ perseroan, hak dan kewajiban
pemegang saham, direksi, serta komisaris. Dalam praktiknya, tata kelola
perusahaan yang baik atau good corporate governance menjadi faktor penting
dalam menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut Widjaja (2021), hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan
yang mengatur aktivitas badan usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan
secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan memiliki peran
strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan dunia usaha.

Dalam perkembangan bisnis modern, tata kelola perusahaan menjadi
elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, perlindungan
pemegang saham, serta efektivitas pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip

tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas,



BAB

HUKUM PASAR DAN PERSAINGAN USAHA

Perkembangan ekonomi global, transformasi digital, serta meningkatnya
aktivitas perdagangan lintas batas telah membawa perubahan besar dalam
praktik bisnis modern. Persaingan usaha tidak lagi berlangsung secara
konvensional, tetapi telah memasuki era ekonomi digital yang ditandai
dengan pemanfaatan teknologi informasi, platform daring, kecerdasan buatan,
dan model bisnis berbasis data. Dalam kondisi tersebut, hukum pasar dan
persaingan usaha memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk
menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, transparan, dan kompetitif.
Perspektif hukum bisnis modern memandang bahwa regulasi persaingan
usaha tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi
perusahaan besar, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar agar tetap
memberikan manfaat bagi konsumen, investor, dan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, persaingan usaha sering menghadapi berbagai
tantangan seperti monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, predatory
pricing, hingga praktik persaingan tidak sehat di marketplace digital. Fenomena
munculnya perusahaan teknologi raksasa yang menguasai pasar digital
menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat terpusat pada segelintir pelaku
usaha apabila tidak diimbangi dengan pengawasan hukum yang efektif. Oleh
karena itu, hukum persaingan usaha menjadi bagian penting dalam sistem
hukum bisnis modern karena berfungsi menjaga efisiensi pasar, mendorong

inovasi, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
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HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam
hukum bisnis modern yang bertujuan memberikan kepastian hukum,
keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan
perdagangan barang maupun jasa. Dalam perkembangan ekonomi modern,
posisi konsumen sering kali berada pada pihak yang lebih lemah
dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam hal akses informasi, kekuatan
ekonomi, dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum
perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan
keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dasar
hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan
pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha.
Menurut Az. Nasution (2020), hukum perlindungan konsumen merupakan
keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah
antara konsumen dan pelaku usaha dalam penyediaan barang dan jasa.
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki
peranan strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan
bertanggung jawab.

Dalam praktik bisnis modern, perlindungan konsumen tidak hanya
berkaitan dengan kualitas barang dan jasa, tetapi juga mencakup hak atas

informasi yang benar, keamanan produk, perlindungan data pribadi, hingga
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HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM BISNIS

Hukum ketenagakerjaan dalam bisnis merupakan bagian penting dalam
hukum bisnis modern yang mengatur hubungan hukum antara pekerja,
pengusaha, dan pemerintah dalam proses pelaksanaan kerja. Keberadaan
hukum ketenagakerjaan bertujuan menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, adil, dan seimbang sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat
terlindungi secara hukum. Dasar hukum utama ketenagakerjaan di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Husni
(2021), hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan yang
mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sebelum, selama,
dan setelah masa kerja berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa
hukum ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas
hubungan industrial di dunia usaha.

Dalam praktik bisnis modern, hukum ketenagakerjaan tidak hanya
mengatur mengenai upah dan jam kerja, tetapi juga mencakup perlindungan
hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial

ketenagakerjaan, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Hukum investasi dan pembiayaan merupakan bagian penting dalam
hukum bisnis modern yang mengatur kegiatan penanaman modal serta
mekanisme pendanaan dalam aktivitas usaha. Investasi memiliki peran
strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing
nasional di tengah persaingan global. Dalam praktik bisnis, investasi dapat
dilakukan dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa
depan. Dasar hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan
kepastian hukum dan perlindungan bagi investor dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Menurut Fuady (2023), hukum investasi merupakan
seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara investor,
pemerintah, dan pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal untuk
mendukung  pembangunan ekonomi nasional. Pendapat tersebut
menunjukkan bahwa investasi memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas
hukum dan pertumbuhan dunia usaha.

Dalam perkembangan bisnis modern, pembiayaan menjadi faktor penting
dalam mendukung keberlangsungan dan ekspansi usaha. Pembiayaan dapat
diperoleh melalui lembaga perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan,

modal ventura, fintech lending, maupun investasi digital berbasis teknologi.
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HUKUM PERBANKAN DAN KEUANGAN

Hukum perbankan dan keuangan merupakan bagian penting dalam
hukum bisnis modern yang mengatur kegiatan bank, lembaga keuangan,
transaksi keuangan, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah.
Perbankan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna
mendukung pertumbuhan ekonomi. Dasar hukumnya di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Menurut Sjahdeini (2022), hukum perbankan mengatur kelembagaan dan
kegiatan usaha bank untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem
keuangan.

Dalam perkembangan bisnis modern, sektor keuangan juga mencakup
pasar modal, asuransi, fintech, dan layanan keuangan digital. Pengawasan
sektor jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Menurut Fuady (2023), hukum
keuangan berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum
dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya mobile banking, e-
wallet, fintech, dan pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien. Namun,
kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan seperti kejahatan siber,
kebocoran data, pinjaman online ilegal, dan pencucian uang. Menurut Sutedi

(2021), perkembangan teknologi keuangan membutuhkan regulasi yang
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HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM BISNIS

Hukum kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam hukum
bisnis modern yang melindungi hasil karya, inovasi, dan identitas usaha yang
memiliki nilai ekonomi. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek,
paten, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungannya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menurut Saidin (2021), hak
kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas
hasil karya intelektual yang bernilai ekonomi.

Dalam bisnis, perlindungan kekayaan intelektual berfungsi menjaga
inovasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan kepastian hukum bagi
pelaku usaha. Menurut Djumhana (2020), perlindungan kekayaan intelektual
menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan
inovatif. Perkembangan teknologi digital juga menyebabkan munculnya
tantangan baru seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta online, dan
pemalsuan merek dalam perdagangan elektronik.

Fenomena bisnis digital dan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan
meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi
berbasis teknologi. Menurut Miru (2021), perkembangan teknologi informasi

menuntut sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih adaptif
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PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan bagian penting dalam hukum
bisnis modern untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hubungan
antar pelaku usaha. Sengketa bisnis dapat terjadi akibat wanprestasi,
pelanggaran kontrak, persaingan usaha tidak sehat, hingga konflik transaksi
digital. Dasar hukumnya di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Fuady (2023),
sengketa bisnis muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para
pihak dalam hubungan komersial.

Penyelesaian sengketa bisnis tidak hanya dilakukan melalui litigasi di
pengadilan, tetapi juga melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
Menurut Harahap (2021), alternatif penyelesaian sengketa lebih efektif karena
cepat, fleksibel, dan mampu menjaga hubungan bisnis para pihak.
Perkembangan ekonomi digital juga menyebabkan sengketa bisnis semakin
banyak terjadi dalam transaksi elektronik, fintech, dan marketplace digital. Oleh
karena itu, sistem penyelesaian sengketa harus mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

Fenomena bisnis digital di Indonesia menunjukkan meningkatnya
sengketa terkait kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan
penyalahgunaan data pribadi. Menurut Khairandy (2021), ekonomi digital

membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan
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ETIKA BISNIS DAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perkembangan hukum bisnis modern tidak cuma menuntut suatu
perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan hukum, tetapi juga
menuntut adanya kesadaran etis dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Perusahaan tidak cukup dinilai dari besarnya keuntungan yang diperoleh,
melainkan juga dari cara suatu keuntungan tersebut dicapai, dampaknya
terhadap masyarakat, serta kemampuannya guna menjaga kepercayaan
publik. Dalam keadaan ini, etika bisnis menjadi fondasi penting karena
membantu perusahaan dalam membedakan tindakan yang sekadar sah secara
hukum dengan tindakan yang benar, adil, bertanggung jawab, dan
bermartabat secara moral.

Crane et al. (2019) mengungkapkan bahwa etika bisnis berkaitan dengan
kajian mengenai situasi, aktivitas, hingga keputusan bisnis yang dapat
mengandung persoalan benar dan salah. Trevino dan Nelson (2021) juga
menegaskan bahwa keputusan bisnis selalu berhubungan dengan kehidupan
nyata banyak pihak, antara lain pekerja, konsumen, investor, masyarakat,
pemerintah, dan lingkungan. Oleh karena itu, etika bisnis dalam hukum
bisnis modern sangat perlu dipahami sebagai kerangka nilai yang
mengarahkan perusahaan agar tidak hanya mengejar efisiensi dan
keuntungan, melainkan juga dapat memperhatikan keadilan, transparansi,

hingga tanggung jawab sosial.
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MASA DEPAN HUKUM BISNIS

Masa depan hukum bisnis akan dipengaruhi oleh perkembangan
teknologi digital, globalisasi ekonomi, dan perubahan pola transaksi bisnis
modern. Hukum bisnis tidak lagi hanya mengatur perdagangan konvensional,
tetapi juga harus mampu mengakomodasi perkembangan artificial intelligence
(Al), blockchain, perlindungan data pribadi, dan perdagangan digital lintas
negara. Menurut Fuady (2023), hukum bisnis masa depan harus mampu
memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung inovasi dan
pertumbuhan ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi global juga mendorong harmonisasi regulasi
antar negara agar tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih
terintegrasi. Di Indonesia, pengaturan bisnis digital diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi. Menurut Khairandy (2021), digitalisasi ekonomi menuntut
sistem hukum yang adaptif dan mampu meningkatkan daya saing bisnis.

Selain itu, perkembangan Al, smart contract, dan otomatisasi bisnis
menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab hukum, keamanan data,
dan perlindungan konsumen. Menurut Miru (2021), perkembangan teknologi
digital menuntut pembentukan hukum yang lebih progresif agar mampu

mengikuti perubahan model bisnis modern. Fenomena startup digital, fintech,
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praktik hukum bisnis di Indonesia. Kontribusi tersebut juga diwujudkan
melalui partisipasinya dalam penyusunan buku Hukum Bisnis Modern:
Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi sebagai bentuk dukungan
terhadap penguatan literasi hukum dan bisnis di kalangan akademisi

maupun praktisi.
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Nur Pitri Arisandi, M.Pd.

Penulis merupakan akademisi yang memiliki perhatian dan
minat kajian pada bidang pendidikan kewarganegaraan,
dinamika sosial masyarakat, serta perkembangan hukum
dan transformasi sosial di era digital. Penulis menyelesaikan

pendidikan Program Magister Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia,

!

dengan fokus kajian pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan

karakter, dan pembangunan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan
zaman.

Dalam aktivitas akademiknya, penulis aktif mengembangkan pemikiran
kritis terkait fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat,
khususnya yang berkaitan dengan perubahan pola interaksi sosial,
perkembangan teknologi, serta implikasinya terhadap kehidupan hukum,
pendidikan, dan ekonomi masyarakat modern. Selain berkecimpung di dunia
akademik, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial
kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai pengabdian kepada
masyarakat.

Ketertarikan penulis terhadap isu transformasi digital dan perkembangan
dunia usaha modern mendorong lahirnya buku “Hukum Bisnis Modern:
Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi.” Buku ini disusun sebagai
kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum bisnis kontemporer
yang menghadapi tantangan disrupsi teknologi, perubahan regulasi,
digitalisasi ekonomi, serta perkembangan model bisnis berbasis inovasi.
Melalui pendekatan akademis dan kontekstual, penulis berharap karya ini
dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun
masyarakat luas dalam memahami perkembangan hukum bisnis di era

modern.
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Dr. Jajang Suherman, M.A.B.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi pendidikan
tinggi yang aktif mengembangkan keilmuan di bidang
bisnis digital, kewirausahaan, dan manajemen operasi. Saat
ini penulis berkiprah sebagai Dosen Tetap pada Program

Studi Bisnis Digital di Universitas Ma’soem. Dengan

pengalaman akademik dan penelitian yang terus
berkembang, penulis memiliki fokus kepakaran pada bidang Cyber
Preneurship dan Manajemen Operasi yang relevan dengan dinamika
transformasi bisnis modern di era digital dan disrupsi teknologi.

Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung dan lulus pada
tahun 2013 dengan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (SAB).
Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister (52) di institusi yang
sama pada tahun 2015 dengan gelar Magister Administrasi Bisnis (MAB).
Komitmen terhadap pengembangan keilmuan terus dilanjutkan melalui studi
Doktor (S3) di Universitas Islam Nusantara dan berhasil meraih gelar Doktor
Manajemen Pendidikan pada tahun 2022.

Dalam upaya mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif
melakukan penelitian sesuai bidang kepakarannya. Berbagai penelitian yang
telah dilakukan memperoleh dukungan pendanaan baik dari Universitas
Ma’soem maupun secara mandiri. Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga
produktif menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada berbagai
jurnal akademik. Melalui karya-karya tersebut, penulis berharap dapat
memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia
pendidikan, serta kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam
menghadapi tantangan dan peluang bisnis di era disrupsi digital melalui

buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Eva Disrupsi.
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Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi senior di bidang ilmu hukum
yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara. Selain
aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan

akademik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Dekan

" Fakultas Hukum. Dengan pengalaman panjang di dunia
pendidikan tinggi, penulis memiliki komitmen kuat dalam pengembangan
keilmuan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan
perkembangan teknologi di era modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan
fungsional Lektor Kepala.

Perjalanan akademik penulis dimulai dengan menempuh pendidikan
Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 1987.
Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas
yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Konsistensi dalam
pengembangan keilmuan hukum kemudian dilanjutkan melalui program
doktoral di Universitas Islam Bandung hingga memperoleh gelar Doktor pada
tahun 2013.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian,
seminar ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang
berkaitan dengan pengembangan hukum, tata kelola kelembagaan, dan
dinamika regulasi di Indonesia. @ Pengalaman akademik dan
kepemimpinannya di lingkungan fakultas hukum memberikan perspektif
yang luas dalam memahami tantangan hukum kontemporer, termasuk
perubahan pola bisnis akibat transformasi digital dan globalisasi ekonomi.

Melalui kontribusinya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan pemikiran akademis
mengenai pentingnya pembaruan hukum bisnis, penguatan kepastian hukum,
serta kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi,
digitalisasi ekonomi, dan perubahan model bisnis yang semakin kompleks.
Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat
bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam

memahami dinamika hukum bisnis modern di era disrupsi.
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Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.

d Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang
aktif mengembangkan keilmuan di bidang hukum bisnis
dan hukum modern di lingkungan Universitas Islam Sultan
Agung. Penulis menjabat sebagai Dosen Tetap pada

Program Studi Ilmu Hukum dengan Jabatan Fungsional

Lektor. Dalam aktivitas akademiknya, penulis terlibat
dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada
pengembangan kajian hukum vyang adaptif terhadap dinamika global,
transformasi digital, serta tantangan dunia usaha di era disrupsi.

Selain aktif sebagai pengajar, penulis juga berkontribusi dalam berbagai
kegiatan akademik, seminar, penelitian, dan publikasi ilmiah, penulis terus
mendorong penguatan wawasan hukum bisnis modern yang responsif
terhadap perkembangan teknologi, investasi, perlindungan hukum, serta
transformasi ekonomi digital. Pemikiran dan kontribusinya diharapkan
mampu memberikan nilai strategis dalam pengembangan literatur hukum
bisnis di Indonesia, khususnya melalui buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan,

Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi.
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Dzaka Imtiyaz Iqbal, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi muda yang aktif
mengembangkan keilmuan di bidang hukum dan
kenotariatan. Saat ini penulis berkiprah sebagai Dosen
Tetap Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam

Sultan Agung. Dengan latar belakang pendidikan yang

linear di bidang hukum, penulis memiliki komitmen kuat
dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, khususnya pada kajian hukum bisnis, hukum perdata, serta
kenotariatan di era modern.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.1.) pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2017.
Selanjutnya, penulis meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) di
universitas yang sama pada tahun 2023. Saat ini, penulis sedang melanjutkan
studi doktoral (5.3.) pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam
Sultan Agung sebagai bentuk dedikasi dalam memperdalam keilmuan dan
kontribusi akademik di bidang hukum. Melalui aktivitas akademik dan
pengembangan keilmuan yang dijalankan, penulis diharapkan mampu
memberikan kontribusi nyata dalam penguatan literatur hukum bisnis
modern dan dinamika hukum di era disrupsi digital melalui buku Hukum

Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi.
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Irda Nur Khumaeroh, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi di bidang hukum yang saat
ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu
Hukum di Universitas Kartamulia Purwakarta. Selain
menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis pernah

menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Dalam perannya
tersebut, penuhs aktif mendorong pengembangan budaya akademik,
penelitian ilmiah, serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada solusi
terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial di tengah perkembangan
masyarakat modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor.

Pendidikan tinggi penulis ditempuh di Universitas Islam Sultan Agung
dengan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2019 dan
program Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2020. Latar belakang akademik
tersebut memperkuat kompetensi penulis dalam bidang hukum, khususnya
terkait perkembangan regulasi, tata kelola kelembagaan, serta dinamika
hukum bisnis dan masyarakat di era transformasi digital.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan penelitian, publikasi
ilmiah, seminar akademik, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis
memiliki perhatian terhadap isu-isu hukum kontemporer, penguatan literasi
hukum masyarakat, serta pentingnya adaptasi regulasi dalam menghadapi
perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Melalui kontribusinya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan perspektif mengenai
pentingnya kepastian hukum, tata kelola bisnis yang baik, serta kesiapan
regulasi dalam menghadapi tantangan dunia usaha modern. Penulis berharap
buku ini dapat memberikan manfaat akademik maupun praktis bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pelaku usaha dalam memahami

perkembangan hukum bisnis di era digital dan disrupsi global.
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Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.H., M.Kn.
Penulis merupakan akademisi di bidang hukum yang saat
@ \ ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Hukum di

Universitas Islam Nusantara. Selain menjalankan tugas

sebagai pendidik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai

Ketua Program Studi S.1 Ilmu Hukum. Dengan pengalaman

akademik dan organisatoris yang dimiliki, penulis
berkomitmen dalam pengembangan pendidikan hukum yang adaptif
terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan transformasi digital. Saat ini, penulis
memiliki jabatan fungsional Lektor.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai dengan menyelesaikan program
Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2013.
Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Magister Kenotariatan (M.Kn.) di
Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian
melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Nusantara
pada tahun 2020. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum
membawa penulis menyelesaikan program doktoral di Universitas
Padjadjaran dan memperoleh gelar Doktor Hukum pada tahun 2024.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan,
penelitian, seminar ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya
dalam bidang hukum perdata, kenotariatan, hukum bisnis, dan
pengembangan tata kelola hukum di era digital. Penulis juga memiliki
perhatian terhadap pentingnya pembaruan regulasi dan penguatan kepastian
hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola
bisnis modern.

Melalui kontribusinya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan perspektif akademis
mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan ekonomi
digital, perlindungan hukum dalam transaksi bisnis modern, serta penguatan
tata kelola hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan disrupsi
teknologi. Diharapkan, karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat
bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam

memahami dinamika hukum bisnis modern secara komprehensif.
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Heri Oktavianto, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang aktif dalam
pengembangan keilmuan hukum, khususnya pada kajian
hukum bisnis dan dinamika hukum modern di era disrupsi.
Saat ini penulis berkiprah sebagai Dosen Tetap Program

Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, penulis terlibat
dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Sebagai dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung, penulis memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum yang
adaptif terhadap transformasi digital, perkembangan dunia usaha, serta
tantangan regulasi di era globalisasi. Melalui kegiatan akademik, publikasi
ilmiah, dan pengembangan kajian hukum, penulis terus mendorong
penguatan pemahaman mengenai hukum bisnis modern yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Kontribusinya dalam
dunia akademik diharapkan mampu memberikan nilai strategis bagi
pengembangan literatur hukum bisnis di Indonesia, khususnya melalui buku

Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi.
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Arus Reka Prasetia, S.E., M.M.

Penulis merupakan akademisi yang sejak tahun 2001 aktif

sebagai pengajar pada Fakultas Desain Komunikasi Visual
serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas
- = Widyatama. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis
( i J berupaya mengintegrasikan pendekatan manajerial dengan
g perspektif kreatif dalam proses pembelajaran, penelitian,
dan pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika
bisnis dan komunikasi di era digital.

Pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) ditempuh di Universitas Terbuka,
sedangkan gelar Magister Manajemen (M.M.) diperoleh dari Universitas
Padjadjaran. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan fondasi
akademik yang kuat dalam mengembangkan kajian pada irisan antara
manajemen, komunikasi, kreativitas, dan strategi bisnis modern.

Dalam aktivitas akademiknya, penulis memiliki minat kajian pada
berbagai bidang, antara lain branding, manajemen pemasaran, digital marketing,
manajemen strategi, media dan komunikasi, manajemen internasional, hingga
desain komunikasi visual. Fokus kajian tersebut mencerminkan pendekatan
lintas disiplin yang menghubungkan aspek manajemen, komunikasi, dan
kreativitas guna mendukung pengembangan organisasi dan bisnis yang
adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pasar.

Selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif
berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ilmiah melalui kegiatan
penelaahan naskah sebagai reviewer pada beberapa jurnal nasional.
Pengalaman tersebut memperkuat perannya dalam menjaga kualitas
akademik sekaligus mendorong lahirnya karya ilmiah yang relevan, inovatif,
dan aplikatif.

Melalui kontribusinya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan perspektif mengenai
pentingnya integrasi antara strategi bisnis, komunikasi, inovasi digital, dan
kepastian hukum dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha yang

semakin kompleks. Dengan pengalaman lintas disiplin yang dimilikinya,
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penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan strategis dan
inspiratif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pelaku usaha dalam

memahami tantangan dan peluang bisnis modern di era disrupsi digital.
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Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang
saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu
Hukum di Universitas Galuh. Selain berkiprah di dunia
akademik, penulis juga merupakan advokat yang

memimpin Law Office Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H.,

M.H. and Partners. Dalam praktik profesionalnya, penulis
menangani berbagai perkara litigasi maupun non-litigasi dengan fokus pada
pemberian pendampingan dan perlindungan hukum bagi masyarakat
maupun pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, penulis
berkomitmen mengembangkan pendidikan hukum yang adaptif terhadap
perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Saat ini, penulis memiliki
jabatan fungsional Lektor.

Perjalanan pendidikan penulis menunjukkan konsistensi dalam
pengembangan keilmuan hukum. Pendidikan sarjana ditempuh di
Universitas Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan
studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada
tahun 2018. Komitmen terhadap pengembangan akademik kemudian
dilanjutkan melalui program doktoral di universitas yang sama hingga
memperoleh gelar Doktor pada tahun 2022, dengan meraih predikat Doktor
Hukum Termuda.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan,
penelitian, seminar ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya
yang berkaitan dengan perkembangan hukum, tata kelola kelembagaan, serta
dinamika regulasi di era transformasi digital. Penulis memiliki perhatian
terhadap pentingnya penguatan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi
masyarakat dan pelaku usaha, serta pembaruan regulasi yang mampu
menjawab tantangan perkembangan bisnis modern.

Melalui kontribusinya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko,
dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan perspektif akademis
mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan pola bisnis,
perkembangan teknologi digital, dan tantangan globalisasi ekonomi. Penulis

berharap karya ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi ilmiah

278 | Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi



maupun praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku
usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern secara

komprehensif di tengah era disrupsi yang terus berkembang.
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Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.

Editor merupakan akademisi, peneliti dan pengabdi
masyarakat yang telah mengabdikan diri di Politeknik
Negeri Jakarta sejak tahun 1990 hingga sekarang. Dalam
kegiatan akademiknya, editor mengampu berbagai mata

kuliah di bidang hukum, antara lain Hukum Bisnis, Hukum

, Asuransi, dan Hukum Ketenagakerjaan. Selain menjalankan
tugas pengajaran, editor juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, serta pengembangan berbagai kebijakan publik yang
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola
kelembagaan.

Dalam perjalanan kariernya, editor memiliki pengalaman kepemimpinan
dan profesional di berbagai lembaga. Beberapa posisi strategis yang pernah
diemban antara lain sebagai Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara
periode 2020-2021, Anggota Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama
Indonesia Pusat periode 2021-2025, Sekretaris Senat Politeknik Negeri Jakarta,
Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PN]J, serta Koordinator
Penelitian pada Asosiasi Doktor Hukum Indonesia.

Editor juga aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan,
di antaranya sebagai Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau serta Sekretaris
Dewan Pembina WPUI Pusat. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen
editor dalam pengembangan masyarakat, penguatan tata kelola organisasi,
serta pemberdayaan berbasis hukum dan kebijakan publik.

Sebagai akademisi yang produktif, telah menulis lebih dari 40 buku yang
sebagian besar merupakan hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Selain itu, editor juga menghasilkan berbagai karya ilmiah dan
inovasi, seperti penyusunan naskah akademik, model kebijakan publik, serta
pengembangan sistem informasi berbasis masyarakat, di antaranya Sistem
Informasi Desa Wisata Indonesia (SIDEWINESIA) dan sistem pengelolaan
serta pemasaran UMKM. Kontribusi tersebut mencerminkan perhatian editor
terhadap pengembangan masyarakat, transformasi digital, serta penguatan

ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
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Atas dedikasi dan kontribusinya, editor telah menerima berbagai
penghargaan, antara lain Dosen Berprestasi Politeknik Negeri Jakarta tahun
2009, Finalis Dosen Berprestasi Nasional DIKTI tahun 2009, The Women
Preneur Award tahun 2009, serta Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
10, 20, dan 30 Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia.
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Desta Sulaesih Mursyidah, S.E., M.M.

‘ & Editor lahir di Jakarta dan merupakan akademisi di bidang
manajemen yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap
} pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi di
@ Universitas Nurtanio Bandung. Editor menempuh

pendidikan tinggi di bidang Manajemen dengan

: menyelesaikan program Sarjana Manajemen (S1) dan
Magister Mana]emen (52) di Universitas Kristen Maranatha.

Dalam pengembangan kompetensi profesional, editor telah memperoleh
sertifikasi Certified Digital Marketing Strateqy (CDMS), yang semakin
memperkuat keahliannya di bidang pemasaran digital dan strategi bisnis
berbasis teknologi. Selain menjalankan tugas akademik sebagai pendidik,
editor juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya Forum
Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia serta Perkumpulan Dosen Peneliti
Indonesia (PDPI) Jawa Barat. Dipercaya sebagai reviewer dan editor pada
sejumlah jurnal ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari
kontribusinya dalam menjaga kualitas publikasi akademik.

Sebagai akademisi dan peneliti, fokus kajian editor meliputi strategi
pemasaran digital, perilaku konsumen, green business, serta pengembangan
bisnis berbasis inovasi dan teknologi. Berbekal latar belakang pendidikan di
bidang manajemen, penulis aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan
akademik, seperti publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, seminar
nasional, workshop, serta pelatihan di bidang pemasaran dan bisnis digital.

Melalui perannya sebagai editor buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan,
Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi, berupaya menghadirkan penyuntingan
yang sistematis, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis
dan teknologi digital. Dengan perspektif manajemen dan strategi bisnis yang
dimilikinya, juga telah mengampu mata kuliah Hukum Bisnis, editor
berkomitmen menjadikan buku ini sebagai karya ilmiah yang mampu
memberikan wawasan mengenai pentingnya inovasi, tata kelola bisnis, dan
kesiapan regulasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang
semakin dinamis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang

bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi bisnis, maupun masyarakat
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luas dalam memahami tantangan dan peluang hukum bisnis modern di era

disrupsi.
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Buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan
Peluang di Era Disrupsi membahas perkembangan hukum
bisnis dalam menghadapi transformasi ekonomi digital,
kemajuan teknologi, dan perubahan lingkungan usaha
global. Buku ini menguraikan konsep dasar hukum bisnis,
regulasi usaha, bentuk badan usaha, hukum perjanjian, tata
kelola perusahaan, hingga perlindungan konsumen dan
ketenagakerjaan dalam konteks bisnis modern. Selain itu,
pembahasan juga menyoroti berbagai tantangan hukum
yang muncul akibat disrupsi teknologi, seperti kontrak
digital, fintech, persaingan usaha digital, perlindungan data,
dan keamanan ssiber.

Buku ini tidak hanya menyajikan landasan teoritis,
tetapi juga membahas implementasi hukum bisnis dalam
praktik melalui kajian investasi, perbankan, kekayaan
intelektual, penyelesaian sengketa bisnis, etika bisnis, serta
prinsip ESG dan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada
bagian akhir, buku ini mengulas masa depan hukum bisnis di
era Artificial Intelligence dan ekonomi digital global,
sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan
pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum
bisnis modern yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada
keberlanjutan.
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